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NAMA S0P : Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS]I PELAKSANA:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. PP Ne. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Ne. 14 Tahun 2008

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika

5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

6, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang
keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan
informasi publik

. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik

. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan

. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien

. Memiliki kemampuan kerja sama dalam tim

. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani
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KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGHAPAN:

1. SOP Permoheonan Informasi Publik

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference (TOR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi yang diusulkan untuk dikecualikan
tidak akan mendapatkan pengesahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softeopy).




BAGAN ALUR SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SECARA PASIF

PELAHSANA MUTU BAEKU
KEGIATAN PPID ATASAN TIM
PPID UTAMA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
PELAESANA FFPID PERTIMBANGAN o
- ] 2 1 = PR SRR i 8 2
engusulkan pengecualian atas informasi yang
dimohon oleh pemohon informasi kepada PPID Berkas Permohonan ?‘ﬁka:ugiﬁ?ﬂ
Utama. Informasi Infnf;la.si (Salinan
C) berkas permohonan  |Usulan dimalsud haras
Draf s”rm. Usulan ) 1 hari ketja informasi, Surat sudah dizetujui eleh PPID
Pengecualian Informasi Usulan Pengecualian |Pelaksana
) Informasi, Salinan
Berkas informasi yang berkas informasi yang
akan dikecualikan aka.u dikecualikan)
Melaporkan usulan pengecualian informasi kepada J
FPID Utama dan mempersiapkan Surat Undangan E::tkﬂﬂ L;lﬂ:ﬂ
untuk mengadakan Uji Konsekuensi. ot
Berkas Usulan ] hari kerja Informasi
Pengecualian Informasi
Draf Surat Undangan
Uji Konsekuensi
Menandatangani Surat Undangan Uji Konsekuensi,
¥ Berkas Usulan
Ej Pengecualian Informasi Surat Undangan Uji
1 hari ketja Konselkuensi yang
Draf Surat Undangan Uji telah ditandatangani
Konsekuensi
Melakukan Uji Konsekuensi dan memberikan i i i
pertimbangan atas usulan pengecualian informasi + J]j:l:”"“El :mg;;ﬁi;w
dan menyerahkan hasil pertimbangan tersebut E j E‘j Hasil pertimbangan m:Ik“;. informasi terse.but
kepada Atasan PPID, Berkas Usulan 1 hari kerja FONE martat & anar termasuk informasi publik
Pengecualian Informasi informasi tersebut i bt T
5 epadn
dikecuatikan pemohon informasi sesuai
prosedur.
Menerima, hasil pertimbangan dan memerintahkan Surat Perintah atau
PPID Utama untuk menetapkan pengecualian _ﬁ Hasil pertimbangan yang Lembar Disposiai
informasi. merinci alasan informasi |1 hari kerja untuk menectaplan
tersebut dikecualikan pengecualian
informasi




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PPID ATABAN TIM
PPID UTAMA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
PELAKSANA PPID PERTIMBANGAN
1 2 3 4 . DR AR b ] i
G, ;mr:cﬂpkan pengecualian informasi melahai Surat m Surat Perintah atau Surnt Penetapurt Surat Penetapan
netaparn. Lo T ;
Lembar Disposisi Pengecualian ;ﬂ:mzu;?ka]?] ]E:.TM;I
¥ : : . Informasi dengan upar, W Dupas.
Hasil Pertimbangan 1 hari kerja " . berk Sekretaris Dacrah, Asisten
Ej _aEP’“”_ e Administrasi Umum dan
Draf Surat Keputusan $ ;{uaﬂ:iyang Kepala Perangkat Daerah
Penpecualian Informasi ey terkait.
7. |Mengarsipkan dan menyampaikan salinan Surat
Penetapan Pengecualian Informasi kepada PPID Eﬁ Arsip Surat
Pelaksana terleait. Penetapan
Surat Penetapan Pcngecuel_han Pendistribusian salinan
Pengecualian Informasi T henesta arzip tersebut dilakukan
dengan lampiran berlaas I Sas el lampirancys melalui sarana distribusi
o :
e Salinan arsip tersebut YADg aman
tersampaiktan kepada
PPID Pelaksana
8. |Menerima dan mengarsipkan Salinan Surat
Penetapan Pengecualian Informasi beserta berkas Balinan Arsip Surat Sali in tersebut
informagi vang dimalksud, Penetapan Pengecualian o s
ﬁ Informasi beserta 1 hari kerja dijadikan arsip pada
lampirannys FFID Felaksana
9. |Menyiapkan Surat Keputusan Penolakan
Permohonan untuk ditandatangani dan Surat Keputusan
disampaikan kepada Pemohon Informasi. ﬂ Drraf Surat Keputusan 1 hari k Penolaltan
Penolakan Permohonan erja Perrmohonan yang
ditandatangani
10. [IMenyampailcan Surat Keputusan Penolakan Pemohon informasi
Permohonan kepada Pemohon Informasi. X Surat Keputusan menerima jawaban
( ) Penolakan Permohonan PPID Pelalksana atas
vang ditandatangani permohonan yang
digjukan




